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                                                                  Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 
Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang penyelenggaraan 
terminal barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar perusahaan truk barang tidak mematuhi 
peraturan walikota tersebut, sehingga banyak truk yang 
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Kota Lhokseumawe dikenal sebagai kota 
industri dan pusat perdagangan terbesar 
diwilayah pesisir timur Aceh, Selain itu Kota 
Lhokseumse juga sebagai kota pariwisata, kota 
budaya dan pusat pendidikan. Sebagai kota 
Industri, karena di diwilayah hukum 
Lhokseumawe terdapat industri raksasa kilang  
LNG Arun dan PT Pupuk Iskandar Muda. 
Lhokseumawe dikenal sebagai  kota budaya, 
karena di Lhokseumawe terdapat 18 (delapan 
belas) cagar budaya yang dijadikan aset 
pariwisata. Lhokseumawe dikenal sebagai kota 
pendidikan karena di Kota Lhokseumawe 
terdapat dua perguruan tinggi negeri yaitu 
Universitas Malikussaleh dan IAIN Malikussaleh 
dan perguruan tinggi lainnnya. Hal tersebut 
menyebabkan daya tarik masyarakat untuk 
berdatangan ke Kota Lhokseumawe. 
Kota Lhokseumawe  sebagai  pusat 
perdagangan, menyebabkan terjadi berbagai 
aktivitas dagang dan  hilir mudik kenderaan 
bermotor, truk dan kontainer untuk mengangkut 
berbagai barang kebutuhan masyarakat dan 
melakukan kegiatan bongkar muat barang di 
dalam kota, yang kelihatannya kurang tertib dan 
malah mengganggu arus lalu lintas jalan dalam 
kota. Mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai 
kota yang tertib maka Pemerintah Kota 
Lhokseumawe telah mengeluarkan Peraturan 
Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Terminal Barang. 
Tujuan dikeluarkan kebijakan tersebut adalah 
untuk menertibkan kegiatan bongkar muat 
barang di luar kota. 
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki 
keinginan dan komitmen yang kokoh, untuk 
menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai kota 
yang aman, tertib, bersih dan nyaman. Sehingga 
menjadi kesan yang baik dari pihak masyarakat 
yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe untuk 
melakukan berbagai kegiatan dagang, hiburan 
dan sebagainya. 
Kenyataan menunjukkan bahwa pada 
saat ini banyak truk barang dan kontainer yang 
masuk dalam Kota Lhokseumawe dan melakukan 
aktivitas bongkar muat barang dalam kota, 
sehingga suasana kota menjadi semraut, tidak 
tertib dan mengganggu arus lalu lintas dalam 
kota dan aktivitas bongkar muat barang tidak 
dilakukan pada terminal barang yang telah 
disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe.  
Terminal Barang Kota Lhokseumawe 
yang beroperasi sejak tahun 2015 bertujuan 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan 
juga untuk mengelola arus distribusi keluar 
masuk barang baik dalam kota, kabupaten, antar 
kabupaten, maupun yang berskala nasional. 
Selain itu, pengoperasian Terminal Barang Kota 
Lhokseumawe diharapkan dapat mewujudkan 
penyelenggaraan angkutan barang yang efektif 
dan efisien sehingga mengurangi beban lalu 
lintas Kota Lhokseumawe.  
Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian 
besar angkutan truk barang melakukan aktivitas 
bongkar muat dalam kota dan malah di badan 
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jalan tentu saja akan memberikan dampak 
negatif terhadap kapasitas dan keamanan jalan, 
seperti yang terjadi di jalan gudang dan sekitar 
jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan 
Pasar Batuphat, Pasar Peunteut dan Terkadang di 
depan ruas Jalan Wisma Selat Malaka Kota 
Lhokseumawe tepatnya pada salah satu Toko 
Bangunan. Dengan demikian, aktivitas bongkar 
muat barang masih banyak dilakukan di ruang 
milik jalan yang menyebabkan kemacetan lalu 
lintas.  
Hasil observasi menunjukkan bahwa di 
Kota Lhokseumawe banyak beroperasi hampir 20 
(dua puluh) truk barang dalam setiap satu hari, 
baik yang datang dari Medan dan dari 
Lhokseuawe ke Medan yang membawa ribuan 
ton barang kebutuhan masyarakat. Namun yang 
menjadi permasalahan bahwa hampir semua truk 
barang tersebut tidak melakukan aktivitas 
bongkar muat barang di terminal barang yang 
telah tersedia, tetapi dilakukan di dalam kota, 
seperti di jalan gudang, dipasar Peunteut, di 
depan Selat Malaka, di pasar Batuphat, dan 
malah melakukan aktivitas bongkar muat barang 




Teori Kebijakan Publik 
Menurut Riant (2009:21) menyatakan 
bahwa kebijakan berasal dari terjemahan kata 
policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan 
terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan 
lembaga yang bersangkutan dan secara formal 
mengikat. Kebijakan setelah melalui analisis yang 
mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi 
suatu produk kebijakan publik. Sehingga 
kebijakan menjadi suatu pedoman yang 
menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang 
memberikan suatu batas umum dan arah sasaran 
tindakan yang akan dilakukan pemimpin.  
             Hal tersebut bermakna bahwa kebijakan 
publik adalah “apa yang tidak dilakukan maupun 
yang dilakukan oleh pemerintah”. Pengertian 
tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas 
karena kajiannya yang terfokus pada negara. 
Kebijakan dapat diklasifikasikan sebagai keputusan  
bahwa pemerintah  mempunyai wewenang 
untuk menggunakan keputusan otoritatif, 
termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu 
terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. 
              Memahami pemikiran tersebut di atas 
maka kebijakan publik “tidak hanya berupa apa 
yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga 
apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, 
karena keduanya sama-sama membutuhkan 
alasan-alasan yang harus dipertanggung 
jawabkan”. Dengan demikian kebijakan publik 
dianggap sebagai pengalokasian nilai-nilai 
kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 
keberadaannya mengikat. Sehingga dapat 
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat 
dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari 
sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang 
merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai 
kepada masyarakat.  
Setyawati dalam Wahab (2012:39) 
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 
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kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh 
pejabat-pejabat pemerintah, dan implikasi dari 
kebijakan tersebut adalah: 
1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan 
tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan 
yang berorientasi pada tujuan; 
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan 
pemerintah; 
3. Kebijakan publik merupakan apa yang 
benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi 
bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan 
untuk dilakukan; 
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat 
positif dalam arti merupakan 
tindakan pemerintah mengenai segala 
sesuatu masalah tertentu, atau bersifat 
negatif dalam arti merupakan keputusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya 
dalam arti yang positif didasarkan 
pada peraturan perundangan yang bersifat 
mengikat dan memaksa.  
6. Kebijakan merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam 
mengatasi suatu masalah atau persoalan.  
 
Udoji dalam Wahab (2012:98) 
berpendapat bahwa kebijaksanaan publik 
sebagai  suatu tindakan bersanksi yang mengarah 
pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada 
suatu masalah atau sekelompok masalah 
tertentu yang saling  berkaitan yang mempengaruhi 
sebagian besar warga masyarakat. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 
Publik 
Wibawa dalam Riant (2009:103) menyatakan 
bahwa ada beberapa faktor yang ikut 
mempengaruhi kebijakan publik antara lain 
adalah: 
1. Isi (content) Kebijakan. 
Kebijakan yang baik dari sisi content 
setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai 
berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh 
dasar teori yang teruji, mudah 
dikomunikasikan ke kelompok target, 
didukung oleh sumberdaya baik manusia 
maupun finansial yang baik. 
2. Implementasi. 
Pelaksanaan implementasi kebijakan 
tergantung pada badan pelaksana kebijakan 
(implementator) dan kelompok target (target 
groups). Implementator harus mempunyai 
kapabilitas, kompetensi, komitmen dan 
konsistensi untuk melaksanakan sebuah 
kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu 
kebijakan. 
3. Lingkungan.  
Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan 
publik maupun kultur populasi tempat 
sebuah kebijakan diimplementasikan juga 
akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan 
publik.   
 
Membuat suatu kebijakan memerlukan 
suatu proses kebijakan publik menempuh 
langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Formulasi Masalah. 
Pada langkah ini menentukan apa 
masalahnya, apa yang membuat hal tersebut 
menjadi masalah kebijakan dan bagaimana 
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda 
pemerintah. 
2. Formulasi Kebijakan. 
Pada langkah ini menentukan bagaimana 
mengembangkan pilihan-pilihan atau 
alternatif-alternatif untuk memecahkan 
masalah tersebut dan siapa saja yang 
berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. 
3. Penentuan Kebijakan. 
Pada langkah ini menentukan bagaimana 
alternatif ditetapkan, persyaratan atau 
kriteria apa yang harus dipenuhi, siapa yang 
akan melaksanakan kebijakan, Bagaimana 
proses atau strategi untuk melaksanakan 
kebijakan, apa isi dari kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
4. Implementasi (implementation).  
Pada langkah ini menentukan siapa yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan, apa 
yang mereka kerjakan, apa dampak dari isi 
kebijakan. 
5. Evaluasi (evaluation). 
Pada langkah ini menentukan bagaimana 
tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan 
diukur. 
 
Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Pamudji (204:55) bahwa  kebijakan 
publik memiliki manfaat antara lain: 
1. Meningkatnya partisipasi di dalam 
masyarakat sehingga terdapat kesempatan 
yang lebih luas dan kemampuan yang lebih 
baik dalam mencapai tujuan yang sama; 
2. Meningkatnya partisipasi dalam proses-
proses demokrasi sehingga pemerintah pusat 
dan lokal lebih akuntabel dan terbukaan 
dalam mendengarkan beragam suara dan 
aspirasi masyarakat; 
3. Menguatnya aksi bersama yang 
merefleksikan perasaan tanggung jawab 
bersama; 
4. Tumbuhnya dukungan dan kepercayaan pada 
individu dalam memenuhi kebutuhan dan 
aspirasinya; 
5. Menguatnya perasaan memiliki, indentitas 
dan kebanggaan bersama sebagai satu warga 
masyarakat;  
6. Menurunnya tingkat kejahatan dan aleinasi 
karena meningkatnya keterbukaan, kontrol 
sosial, kerjasama dan harmoni;  
7. Meningkatkan  hubungan   dan  jaringan   
antara   sektor  pemerintah, swasta, lembaga 
sukarela dan keluarga;  
8. Terjadinya tukar-menukar gagasan dan niiai 
diantara keragaman dan pluralitas. 
Rendahnya   biaya-biaya  transaksi   karena   
adanya   koordinasi   dan kerjasama yang erat 
dan memudahkan penyelesaian konflik. 
 
 Berbagai pendapat para ahli bahwa 
implementasi bermakna ”melaksanakan 
kebijakan secara efektif” dalam masyarakat. Oleh 
karena itu dalam implementasi kebijakan  harus 
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memahami dengan baik secara nyata terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan belaku atau 
ditetapkan. Fokus perhatian implementasi 
kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkan 
pedoman-pedoman kebijaksanaan, yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk administrasi 
maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada 
masyarakat. 
             Sejalan dengan hal tersebut di atas maka 
Setyawati (2003:102) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 
kebijakan jauh lebih penting dari membuat 
kebijakan. Karena sejauh mana baiknya suatu 
kebijakan, tidak ada arti apa-apa, apabila tidak 
diimpelemtasikan dengan baik. Dengan demikian 
dipahami bahwa kebijakan publik apapun 
sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. 
Oleh karena itu suatu kebijakan ditentukan oleh 
dua katagori, yaitu  tidak terimplementasikan 
(non implementation) dan implementasi yang 
tidak berhasil (unsuccessful implementation).  
            Makna implementasi  adalah ”memahami 
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 
program dinyatakan belaku atau ditetapkan” dan 
merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup 
baik usaha-usaha untuk administrasi maupun 
untuk menimbulkan akibat nyata pada 
masyarakat. 
            Sehubungan dengan pendapat di atas 
maka Lubis (2009:27) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan sesungguhnya 
menyangkut perilaku badan-badan administrasi 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 
program dan menimbulkan kataatan pada 
kelompok sasaran  serta menyangkut jaringan 
kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang 
langsung atau tidak langsung dapat 
mempengaruhi perilaku yang terlibat yang pada 
akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang 
diharapakan atau tidak diharapkan. 
             Disis lain  Syahrin (2006:129) menyatakan 
bahwa makna implementasi  adalah upaya 
bagaimana suatu kebijakan dapat diwujudkan 
secara maksimal. Dengan demikian untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik ada tiga 
pilihan langkah yang dilakukan antara lain: 
1. Langsung mengimplementasikan ke dalam 
bentuk program; 
2. Melakukan formulasi kebijakan derivat atau 
turunan dari kebijakan publik tersebut.; 
3. Memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan berlaku 
atau ditetapkan” dan merupakan fokus 
perhatian implementasi kebijakan, yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijakan yang mencakup baik 
usaha-usaha untuk administrasi maupun 
untuk menimbulkan akibat nyata pada 
masyarakat. 
 
Faktor-Faktor Penghambat Implementasi 
Kebijakan Publik 
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             Menurut William Dunn dalam Riant 
(2009:103), menyatakan bahwa 
implementasi  kebijakan mempunyai  beberapa 
faktor  penghambat yaitu: 
1. Isi  kebijakan   
Implementasi kebijakan gagal karena:  
- Masih samarnya isi kebijakan, maksudnya 
apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
terperinci, sarana-sarana  dan  penerapan 
prioritas, atau program-program kebijakan 
terlalu umum atau sama sekali tidak ada; 
-  Karena kurangnya ketetapan 
intern  maupun ekstern dari kebijakan yang 
akan dilaksanakan; 
- Kebijakan yang akan diimplementasikan 
dapat juga menunjukkan adanya 
kekurangan-kekurangan yang sangat 
berarti; 
- Penyebab lain dari timbulnya kegagalan 
implementasi suatu kebijakan publik dapat 
terjadi karena kekurangan-kekurangan 
yang menyangkut sumber daya. 
2. Informasi 
Implementasi kebijakan publik 
mengasumsikan bahwa para pemegang peran 
yang terlibat langsung mempunyai  informasi 
yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat 
memainkan perannya dengan baik. 
3. Dukungan  
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan 
sangat sulit apabila pada pengimplementasi 
tidak   cukup  dukungan untuk pelaksanaan 
kebijakan tersebut. 
4. Pembagian Potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan 
gagalnya implementasi suatu 
kebijakan  publik juga ditentukan 
aspek  pembagian potensi diantara  para 
pelaku yang terlibat  dalam  implementasi. 
Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi 
tugas dan wewenang organisasi pelaksana. 
Struktur organisasi pelaksanaan 
dapat  menimbulkan masalah-masalah apabila 
pembagian wewenang dan tanggung jawab 
kurang disesuaikan dengan pembagian tugas 
atau ditandai oleh adanya pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas  
Adanya  penyesuaian waktu khususnya bagi 
kebijakan-kebijakan yang controversial yang 
lebih banyak mendapat  mendapat penolakan 
warga masyarakat dalam implementasinya.  
               
Namun Wibawa (2010:35) menyatakan  
bahwa  faktor-faktor yang menyebabkan 
masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan 
suatu kebijakan publik, yaitu: 
1. Adanya konsep ketidak patuhan selektif 
terhadap  hukum, dimana terdapat beberapa 
peraturan perundang-undangan 
atau   kebijakan publik  yang bersifat kurang 
mengikat individu-individu. 
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu 
kelompok atau perkumpulan dimana mereka 
mempunyai gagasan atau pemikiran yang 
tidak sesuai atau bertentangan dengan 
peraturan hukum dan keinginan pemerintah. 
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3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan 
dengan cepat diantaranya anggota 
masyarakat yang mencenderungkan orang 
bertindak dengan menipu atau dengan jalan 
melawan hukum. 
4. Adanya ketidak pastian hukum atau ketidak 
jelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin 
saling bertentangan satu sama lain. 
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam 
(bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut 
masyarakat secara luas atau kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat.  
              
Mencermati pendapat di atas, maka  
kebijakan publik akan menjadi efektif apabila 
dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi 
anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 
tindakan atau perbuatan manusia sabagai anggota 
masyarakat harus sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh pemerintah atau Negara. 
Sehingga    apabila  perilaku atau perbuatan 
mereka   tidak sesuai dengan keinginan 
pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan 




Menurut Warpani dalam Suswinarno 
(2012:45) menjelaskan bahwa pengertian 
terminal angkutan jalan yaitu merupakan: 
1. Titik simpul dalam sistem transportasi jalan, 
tempat terjadinya putus arus yang 
merupakan prasarana angkutan yang 
berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, 
atau barang, bongkar muat barang, tempat 
perpindahan penumpang atau barang baik 
intra maupun antar moda yang terjadi 
sebagai akibat adanya arus pergerakan 
manusia dan barang serta tuntutan efisiensi 
transportasi. 
2. Tempat pengendalian, pengawasan, 
pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas 
dan kendaraan umum. 
3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian 
dari sistem transportasi untuk melancarkan 
arus penumpang atau barang. 
4. Unsur tata letak ruang yang mempunyai 
peranan penting bagi efisiensi kehidupan 
wilayah kota dan lingkungan. 
 
Sedangkan menurut Undang-Undang R.I. 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan yang dikuatkan dengan 
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 68 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, 
menyebutkan bahwa terminal adalah pra sarana 
transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 
menurunkan orang dan atau barang serta 
mengatur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum yang merupakan salah satu 
wujud simpul transportasi. 
 Fungsi pokok terminal menurut Undang-
undang Nomor 22 tahun 2009   ada empat antara 
lain  menyediakan akses ke kendaraan yang 
bergerak pada jalur khusus; menyediakan tempat 
dan kemudahan perpindahan atau pergantian 
moda angkutan dari kendaraan yang bergerak 
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pada jalur khusus ke moda angkutan lain; 
menyediakan sarana simpul lalu lintas, tempat 
konsolidasi lalu lintas; menyediakan tempat 
untuk menyimpan kendaraan. 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian  yang digunakan dalam 
penelitian ini termasuk jenis pendekatan 
kualitatif, yang  bersifat  deskriptif.  Informan 
dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) 
orang yang diambil dari yang dianggap mampu 
mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar 
kemampuan yang mewakilinya. Informan 
ditentukan secara purposif yaitu berdasarkan 
kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, 
seperti statusnya, jabatannya, tingkat 
pendidikannya, dan kompetensinya. 
Adapun  teknik pengumpulan data  




Implementasi Peraturan Walikota 
Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Terminal Barang 
 
Berdasarkan hasil penelitian, para 
informan yang menyatakan bahwa Peraturan 
Walikota  Nomor  25 Tahun 2014 tentang 
Terminal Barang  sudah dimplementasikan dan 
dijadikan menjadi landasan hukum dalam 
penertiban angkutan barang. Terminal barang  
akan di upayakan berfungsi secara efektif, 
sehingga truk barang tidak lagi membongkar 
barangnya  di dalam kota.  
             Dinas perhubungan kota Lhoseumawe 
sekarang hanya mengelola terminal penumpang 
Angkutan Dalam Pedesaan (ADP) di Jalan Pase 
Keude Aceh, dan terminal Angkutan Barang kota 
Lhokseumawe yang ada di Gampong Kandang 
Meunasah Mee. Sedangkan Terminal Type A 
yaitu terminal Bus sudah diambil alih oleh 
Kementrian Perhubungan.  
            Selain itu, juga diketemukan informasi 
bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Terminal  Barang 
akan selalu diterapkan di lapangan dimana 
personil di lapangan berpatroli dengan sistem 
estaffet untuk mengawasi truk barang yang 
menurunkan barang dalam kota, di Pasar 
Punteuet, Pasar Batuphat dan malah dipingir 
jalan raya, sehingga mengganggu ketertiban dan 
keaman jalan raya dalam kota Lhokseumawe. 
Apabila terdapat truk yang membongkar barang 
dalam kota jelas melanggarn peraturan Walikota 
Nomor 25 tahun 2014 tersebut maka kepada 
perusahaan angkutan barang tersebut diberikan 
sanksi administrasi dengan pencabutan izin 
angkutan barang.  
            Selain itu diketemukan informasi bahwa 
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terminal 
Barang, diimplemantasikan dengan melakukan 
pengawasan dengan menggunakan mobil 
patroli, dalam rangka mencegah adanya truk 
barang yang mengadakan bongkar-muat barang 
dalam kota.   Dengan demikian sesuai dengan 
peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2014 
tersebut diharapkan agar semua perusahaa truk 
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barang tetap melakukan aktivitas bongkar-muat 
barang pada terminal barang yang telah 
disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe di 
Gampong Meunasah Mee Kandang.  
             Petugas lapangan selalu mendapat 
laporan adanya pembongkaran barang di aeral 
Peunteut dan pasar Batuphat. Petugas  
menemui truk menurunkan barang bukan hanya 
di dalam kota tetapi juga truk membongkar 
barangnya di tepi badan jalan raya (jalan 
nasional), maka petugas lapangan membawa ke 
tempat kejadian perkara  (TKP), karena  petugas 
Dinas Perhubungan langsung memberikan surat 
penilangan.  
             Seharusnya masyarakat Kota 
Lhokseumawe merasa bersyukur kepada Allah 
atas kebaikan hati Pemerintah Kota 
Lhokseumawe membangun terminal barang di 
Gampong Meunasah Mee Kandang dengan dana 
yang cukup besar dan telah mengeluarkan 
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 
Tahun 2014 tentang Penyeleggaraan Terminal 
Barang.  
Sebagian besar perusahaan truk barang 
tidak mematuhi peraturan walikota tersebut, 
sehingga banyak truk yang menurunkan barang 
dalam kota dan bahkan dipinggiran jalan 
nasional.  
 
Hambatan dan Upaya Implementasi Peraturan 
Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang 
 
               Berdasarkan hasil penelitian, hambatan 
implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe 
Nomor  25 tahun 2014 tentang terminal barang  
adalah  
1. Terbatas Sumber Daya Manusia 
           Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe 
pada saat mengalami kekurangan tenaga atau 
sumber daya manusia, baik secara kualitas 
maupun secara kuantitas. Secara kualitas bahwa 
aparatur Dinas Perhubungan terbatasnya 
kemampuan (kompetensi) dalam menjalankan 
tugas pekerjaannya. Disegi kuantitas mengalami 
keterbatasan karena  80 % Petugas dilapangan 
sekarang yang dulunya di bawah pengelolaan 
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sekarang 
sudah menjadi Petugas Lapangan dibawah 
Kementrian Perhubungan. Oleh karena itu sangat 
rentan terjadinya pelangggaran angkutan barang 
saat ini diakibatkan kurangnya personil 
dilapangan,dengan wilayah kota lhokseumawe 
yang luas. 
2. Kurang Aktif Tim Terpadu. 
             Hambatan implementasi Peraturan 
Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Terminal Barang 
adalah kurang aktifnya tim terpadu 
pengendalian armada  mobil barang Kota 
Lhokseumawe. Petugas lapangan selalu 
mendapat laporan adanya pembongkaran 
barang di aeral Peunteut dan pasar Batuphat. 
Apabila petugas  menemui truk menurunkan 
barang bukan hanya di dalam kota tetapi juga 
truk membongkar barangnya di tepi badan jalan 
raya (jalan nasional), maka petugas lapangan 
membawa ke tempat kejadian perkara  (TKP), 
karena  petugas Dinas Perhubungan langsung 
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memberikan surat penilangan dengan di 
dampingi oleh pihak kepolisian. Namun tindakan 
seperti hanya terjadi satu kali. Sedangkan 
tindakan berikutnya tidak dilakukan tindakan 
tilang, pada hal banyak pelanggaran terhadap 
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 
Tahun 2014 tersebut  yang dilakukan oleh 
perusahaan truk barang. 
3. Rendah Kesadaran  
Rendahnya kesadaran perusahaan dan 
sopir truk. Akibatnya adalah sopir truk barang 
membongkar barangnya bukan dalam terminal 
barang, tetapi dibongkar dalam kota dan malah 
di badan jalan raya (nasional).  Disisi lain bahwa 
Pemerintah Kota Lhokseuawe telah membangun 
terminal barang dengan biaya yang sangat besar 
jumlahnya, diharapkan agar sopir truk dapat 
memanfaatkan terminal barang tersebut 
dengan maksimal. 
4. Terbatasnya  Fasilitas Terminal 
Terbatasnya fasilitas dalam terminal, 
jalan yang masih belum baik dan gudang barang 
yang sangat terbatas, sehingga kalau semua truk 
barang membongkar barangnya di terminal 
barang tidak mampu menampung dalam gudang 
yang sangat terbatas kapasitasnya. Pengusaha 
distributor  sangat kesulitan untuk melangsir 
barang di terminal barang di Meunasah Mee 
Kandang yaitu tidak ada jaminan  keamanan 
barang, karena beberapa waktu yang lalu ada 
juga kehilangan barang, walaupun dalam 
kapasitas sangat kecil.  Pengusaha belum ada 
kejelasan keamanan barang dimana saat sampai 
ketempat kami di gudang distributur barangnya  
20% rusak disaat pelangsiran barang di terminal 
barang Meunasah Mee Kandang.  
5. Biaya Tinggi. 
             Perusahaan truk terpaksa lakukan 
bongkar muat di peunteut dan kami sangat 
keberatan bongkar ke terminal barang di 
kandang, sudah dua kali  mengeluarkan dana 
langsir di kandang yang lumanyan banyak. Kalau 
dilangsir di Peunteut keluar dana Rp. 300.000 
sedang kan langsir di terminal barang Kandang 
Rp.500.000,-. Dana langsir untuk pelangsiran 
barang tujuan Batuphat terlalu mahal dan 
jaminan barang rentan rusak dimana mobil 
pelangsiran jenis kecil sedangkan muatan nya 
melebihi kapasitas.  
            Upaya yang perlu dilakukan adalah 
memberdayakan tim terpadu pengendalian 
armada mobil barang, sehingga dapat 
berfunhgsi secara maksimal, serta melakukan 
program sosialisasi kepada sopir truk barang 
dan pengusaha armada angkutan barang, 
sehingga dapat menambah pemahaman dan 
tumbuhnya kesadaran tentang bongkar muat 
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